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BUPATI RAJA AMPAT
PROVINSI PAPUA BARAT
PERATURAN BUPATI RAJA AMPAT
NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG

TATA CARA KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TERTENTU PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

Menimbang :

Mengingat

SATU PINTU KABUPATEN RAJA AMPAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI RAJA AMPAT,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1)

1.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016
tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian
Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan Tertentu Pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Raja Ampat;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6697);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4189);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom,
Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat,
Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo,
Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten
Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi,
Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan
Kabupaten Teluk Wondama, Di Provinsi Papua ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4245);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6617);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021



Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6617);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016
tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian
Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 tahun
2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 167 tahun
2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi Perangkat
Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun
2020 Nomor 152 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Raja Ampat Nomor 121);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 4 Tahun
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 151);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KONFIRMASI

STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TERTENTU PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN RAJA AMPAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Raja Ampat.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan

w

Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

. Bupati adalah Bupati Raja Ampat.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang
selanjutnya disingkat DPMPTS Padalah Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat.

. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja
Ampat.



(1)

(2)

(3)

10.

11.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang
selanjutnya disebut PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan
dan Non Perizinan berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan
wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan
Perizinan dan Non Perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari
tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang
dilakukan dalam satu tempat.

. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan

dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Non Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas
persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau sekelompok
orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,

pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-
undangan perpajakan.

Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disebut KSWP adalah
kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota bersama KPP
Pratama sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk
memperoleh keterangan status wajib pajak dan surat keterangan lunas.
Keterangan Status Wajib Pajak yang selanjutnya disebut KWSP adalah
informasi yang diberikan oleh KPP Pratama dalam rangka
pelaksanaan KSWP atas layanan publik tertentu yang mensyaratkan
kewajiban perpajakan.

BAB II
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 2

Sebelum memberikan layanan Perizinan dan Non Perizinan tertentu,

DPMPTSP melakukan KSWP untuk memperoleh keterangan Status Wajib

Pajak dengan Status Valid;

Pelaksanaan Konfirmasi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan melalui:

a. Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik
(SPIPISE);

b. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pelayanan PerizinanTerpadu
Satu Pintu (OSS dan Si-Cantik Cloud);

c. Sistem Informasi Pelayanan Tenaga Kerja Asing Daerah(STPPKAD);
dan/atau.

d. Aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Layanan Perizinan dan Non Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas:

a. Surat Izin Advis Planing;

Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK);

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

°opo g



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Tanda Daftar UsahaPariwisata (TDUP);
Izin trayek;
Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya Ikan (SIUBI);
Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
Izin Lingkungan ( IL);
Surat Izin Minuman Beralkohol (SITUP-MB);
Surat Izin Apotik (SIA);
. Surat Izin Penelitian (SIP);
Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA);
Surat Izin Praktek Dokter (SIPD);
Tanda Taftar Gudang (TDG);
Tanda Masuk Kapal Wisata (TMKW);
Surat Izin Pengumpulan Ikan (SIPI); dan
Surat Keterangan Asal (AKA).
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Pasal 3

Dalam hal pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tidak dapat dilakukan, Konfirmasi
Wajib Pajak dilakukan secara manual oleh Wajib Pajak untuk
memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak dengan Status Valid;
Keterangan Status Pajak dengan Status Valid sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak atau tempat lain
yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang mewakili Kantor
Pelayanan Pajak.

Pasal 4

Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) digunakan sebagai persyaratan sebelum pemberian Perizinan dan
Non Perizinan pada DPMPTSP.

Dalam hal pemohon Perizinan dan Non Perizinan memperolah
Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status tidak wvalid,
permohonan Perizinan dan Non Perizinan pada DPMPTSP tidak dapat
diproses lebih lanjut.

Permohonan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat diajukan kembali setelah pemohon Perizinan dan Non
Perizinan memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat
status valid sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan
bidang perpajakan.



BAB III
PENUTUP
Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Raja

ditetapkan di Waisai
pada tanggal 14 Oktober 2021

BUPATI RAJA AMPAT,
CAP/TTD
ABDUL FARIS UMLATI

diundangkan di Waisai
pada tanggal 28 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT,
CAP/TTD
YUSUF SALIM

Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

MOHAMMAD FADLY TAFALAS, SH
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19790527 200502 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2021 NOMOR 14



